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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 36 TAHUN 2012 
TENTANG 

RAHASIA KEDOKTERAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 
44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu ditetapkan 
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rahasia Kedokteran;     

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4431); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 
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5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/ 
Per/III/2008 tentang Rekam Medis; 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/ 
Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RAHASIA 
KEDOKTERAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Rahasia kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan 

seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan 
pekerjaan atau profesinya. 

2. Dokter atau dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan 
dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran/kedokteran gigi 
baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah 
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan 
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

4. Pasien adalah setiap orang  yang melakukan konsultasi masalah 
kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 
diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada 
tenaga kesehatan yang berwenang. 

5. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen 
tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan 
pelayanan lain yang diberikan kepada pasien, termasuk dalam bentuk 
elektronik. 

6. Keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, 
wali, anak-anak kandung yang telah dewasa, atau saudara-saudara 
kandung yang telah dewasa. 

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kesehatan. 
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Pasal 2 
Pengaturan rahasia kedokteran bertujuan untuk memberikan kepastian 
hukum dalam perlindungan, penjagaan, dan penyimpanan rahasia 
kedokteran.  

BAB II 

RUANG LINGKUP RAHASIA KEDOKTERAN 
Pasal 3 

(1) Rahasia kedokteran mencakup data dan informasi mengenai: 
a. identitas pasien; 
b. kesehatan pasien meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, 

pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan 
dan/atau tindakan kedokteran; dan 

c. hal lain yang berkenaan dengan pasien. 
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

bersumber dari pasien, keluarga pasien, pengantar pasien, surat 
keterangan konsultasi atau rujukan, atau sumber lainnya. 

BAB III 

KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN 
Pasal 4 

(1) Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau 
menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan 
rahasia kedokteran.   

(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lain yang memiliki 

akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien; 
b. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan; 
c. tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan; 
d. tenaga lainnya yang memiliki akses terhadap data dan informasi 

kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan; 

e. badan hukum/korporasi dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan; 
dan 

f. mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, 
perawatan, dan/atau manajemen informasi di fasilitas pelayanan 
kesehatan.  

(3) Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran berlaku selamanya, 
walaupun pasien telah meninggal dunia.  
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